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Skripsi yang berjudul “Analisis Maslahah Terhadap Sanksi Hukum bagi 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia (Studi Atas UU No 31 
Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009)”. Penelitian ini mengkaji tentang 
bagaimana pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. Serta bagaimana 
konsep maslahah terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. 
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu dengan 
menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif. Dengan 
menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu dengan instrument UU No 
31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data 
yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberlakuan sanksi pada 
pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa 
kemiripan dalam unsur dan bentuk hukumannya. Tetapi yang membedakannya 
adalah bahwa Indonesia memberlakukan hukum tambahan. Dalam pemberlakuan 
sanksi pidana korupsi pada Undang-Undang Indonesia dan Malaysia dalam 
mewujudkan Negara yang dekat dengan kemashlahatan dan menghindarkan dari 
berbagai kemyddharatan, maka korupsi harus diberantas dengan memberlakukan 
sanksi yang tegas. 
Dengan hasil penelitian diatas, diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan pemerintah dalam menetapkan sanksi tegas pada pelaku tindak 
pidna korupsi agar pelaku jera. Dalam menangani kasus korupsi jangan terfokus 
pada proses penanganan pasca terjadinya tindak pidana korupsi tetapi harus lebih 
focus pada langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. 
harapan besar jika tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 
Muhammad SAW sebagai agama yang membawa kebaikan, kedamaian 
dan keselamatan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Islam hadir 
sebagai penyempurna dan telah merangkum semua bentuk kemaslahatan 
yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Islam menjadi solusi atas 
segala persoalan makhluk hidup karena Islam adalah agama yang 
mengatur seluruh aspek permasalahan kehidupan manusia, baik yang 
menyangkut hubungan manusia dengan Allah (habluminallah) maupun 
hubungan manusia dengan sesama manusia (habluminannas). 
Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam  yang 
mengatur segala aspek prilaku manusia, agar manusia memiliki pegangan 
dalam menjalankan kehidupannya untuk mencapai keselamatan didunia 
maupun diakhirat. Karena itulah Risalah Islam sangatlah lengkap, hingga 
mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dari yang paling kecil hingga 
yang paling besar, dari yang sederhana hingga yang rumit. Maka dari itu 
tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk dalam tatanan 
pemerintahan, baik yang berkenaan dengan masalah administrasi maupun 
perundang-undangan. 
 



































Dalam tatanan pemerintahan, terutama para penjabat negara tidak 
luput dari berbagai permasalahan yang mewabahi setiap birokrasi yaitu 
kasus korupsi. Sekarang ini kasus korupsi telah menjadi benang kusut 
yang merajut di seluruh sektor kehidupan, mulai dari istana sampai pada 
tingkat kelurahan bahkan RT. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas 
hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia 
usaha, perbankan, KPU, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas 
memberantas korupsi. 
Ketika seseorang sudah mempunyai jabatan dan kedudukan seperti 
pemimpin maka akan timbul hasrat untuk tetap pempertahankan 
kedudukan tersebut dan bahkan ingin lebih tinggi menduduki jabatan yang 
sebelumya. Tanpa melakukan usaha yang sulit mereka yang gila jabatan 
akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang curang, yaitu dengan 
membeli jabatan. 
Dalam permasalahan kasus korupsi sangatlah merugikan keuangan 
negara, jika semua proses ekonomi dijalankan oleh individu yang korup 
maka akan mengakibatkan  tidak stabilnya keuangan negara dan 
melambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan ada nya korupsi ini 
perekonomian dalam negeri akan mempengaruhi hubungan perekonomian 
dengan negara-negara lain.1 
Dampak terjadi nya korupsi juga akan di rasakan pada kalangan 
masyarakat, yaitu kerusakan fasilitas publik, seperti rusaknya jalan raya, 
                                                          
1 Subur Sukrisno, Sejarah Korupsi di Indonesia, (Bogor : PT Penerbit ITB Press, 2017), 49 
 



































robohnya jembatan, dan penghambatan dalam pembangunan gedung 
pendidikan, rumah sakit, dll. Kejadian tersebut di akibatkan oleh korupsi, 
karena dana untuk membangun infrastruktur publik, infrastruktur 
pendidikan, dan kesehatan sangat besar ,saat melewati para pejabat-pejabat 
pemerintah dana tersebut akan mengalami pemangkasan hingga 
pengerjaaan infrastruktur tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi 
standar keselamatan dan mengambat pembangunan infrastruktur yang lain 
karena minimnya dana. 
Di Indonesia praktik korupsi telah menancap kuat pada sendi-sendi 
kehidupan Negara dan memungkinkan akan mendarah daging dan menjadi 
budaya. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan korupsi sebagai 
kejahatan yang luar biasa, karena dampak korupsi sangatlah buruk. Dalam 
menghadapi korupsi, Indonesia sudah menerapkan langkah-langkah 
pembentukan hukum positif guna menghadapi dan mengurangi masalah 
korupsi yang telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan 
melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. 
Istilah korupsi sebagai istilah yuridis dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan 
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 
No Prt/Peperpu/013/1958, dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan 
Laut no. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan 
 



































peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang 
pertama kali di Indonesia.2 
Banyak komisi-komisi independen yang dibentuk oleh pemerintah 
untuk melawan dan memberantas korupsi, namun peraturan perundang-
undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Secara 
berurutan ada beberapa Undang-Undang yang sudah pernah diberlakukan, 
seperti masa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, 
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya masa 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Dan masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.3 
Dasar hukum munculnya peraturan di luar KUHP di atas adalah 
pasal 103 KUHP, ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat di KUHP 
dirasa kurang efektif dalam mengatasi permasalahan tindak pidana 
korupsi.Oleh karena itu, di bentuklah suatu peraturan perundang-undangan 
guna mengantisipasi dan memberantas masalah tindak pidana korupsi 
dengan harapan dapat menyempurnakan kekurangan pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan 
                                                          
2Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), 2 
3Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta : AMZAH, 2012), 12 
 



































Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, 
Pasal 415 sampai Pasal 420 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP 
dinyatakan tidak berlaku.4 
Permasalahan korupsi bukan hanya terjadi di Negara Indonesia tapi 
hampir di seluruh Negara mengalami permasalahan yang serupa, seperti di 
Negara Malaysia. Dalam rangka membangun negara yang modern dan 
bebas korupsi, Malaysia sudah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, 
yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama Prevention of 
Corruption Act atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57, kemudian 
diterbitkan lagi Emergency Essential Powers Ordinance Nomor 22 Tahun 
1970, dan dibentuklah Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti 
Corruption Agency Act Tahun 1982. Selanjutnya berlaku Anti Corruption 
Act Tahun 1997, lembaga BPR tersebut bertanggungjawab khusus yang 
berperan sebagai badan khusus untuk mencegah perbuatan korupsi. Dan 
pada tanggal 1 Januari 2009 BPR (Badan Pencegahan Rasuah) tergantikan 
oleh lembaga SPRM (Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah) yang beroperasi 
sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR. 
Lembaga tersebut bertindak mengikutiAkta Suruhan Jaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia yang menggantikan  Anti Corruption Act Tahun 1997 
dan yang dipimpin oleh seorang kepala Pesuruhanjaya Malaysia.5 
                                                          
4Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 23 
5Sarmadan Pohan, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia dan Beberapa Negara 
Dunia”, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 03 Agustus 2014, 273-274 
 



































Dalam Undang-Undang Indonesia hukuman bagi setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri nya sendiri 
atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana seumur 
hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda palin sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), dan dalam hal 
tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu (melakukan 
tindak pidana korupsi pada waktu negara dalam keadaan bahaya), dalam 
keadaan seperti itu pidana mati dapat diberlakukan.6 
Sedangkan dalam Undang-Undang (Akta) Malaysia, bagi setiap 
orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau rasuah dapat di penjara 
paling singkat satu hari, paling lama tindak ditentukan, dan hukuman 
seumur hidup, hukuman ini semua dapat dijatuhkan tergantung pada jenis 
pidana yang dilakukan, sedangkan untuk denda dapat dibayar dua kali lipat 
atau lima kali lipat atau bahkan bisa lebih tergantung putusan hakim. 
Dalam pasal 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 pada Akta SPRM No. 694 telah 
memaparkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang berada pada pasal 
24 yang menjelaskan bahwa mana-mana orang yang melakukan kesalahan 
di bawah sekyen 16, 17, 20, 21, 22, dan 23 apabila disabitkan boleh 
dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun dan di denda 
                                                          
6…..Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
 



































tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah  suapan atau sepuluh ribu 
ringgit, mengikuti mana-mana yang lebih tinggi.7 
Dari hasil Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception 
Index (CPI) tahun 2018 yang dirilis oleh Transparency International yang 
mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor 
publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI di dasarkan pada skor dari 
0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih dari korup. Indonesia 
dan Malaysia juga ikut serta menjadi bagian negara yang di nilai. 
Corruption Perception Index (CPI) tahun 2018 berada di skor 38 dan 
berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor 
Indonesia meningkat 1 poin dari tahun 2017.8 Sedangkan Malaysia 
Corruption Perception Index (CPI) tahun 2018 berada di skor 47 dan 
berada di peringat 61 dari 180 negara yang di survei. 
Indonesia dan Malaysia sama-sama berperang melawan korupsi, 
tetapi hasil nya sangat berbeda jauh, Indonesia menerapkan sanksi hukum 
bagi pelaku tindak pidana korupsi yang hampir sama dari Malaysia. Hanya 
saja, bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah 
mendapatkan vonis penjara masih berhak mendapatkan pengurangan masa 
hukuman (remisi). Sedangkan di Malaysia sanksi bagi pelaku tindak 
pidana korupsi yaitu penjara tanpa ampun yang tidak berlaku nya 
pengurangan masa hukuman. 
                                                          
7…..Undang-Undang Malaysia (Akta) 694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, 28-29 
8…..Transpararency International (TI) Indonesia, “Corruption Perception Index 2018”, 
(https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/, 26 September 2019, 2019) 
 



































Penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di 
kedua Negara tersebut sangat mempengaruhi kemaslahatan bagi negara 
dan masyarakat.Undang-Undang Indonesia dan Malaysia sama-sama 
bertujuan memberantas korupsi, karena tindak pidana korupsi dapat 
menyebabkan kerusakan dan mendatangkan bahaya yang berdampak besar 
bagi kestabilan negara. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduk 
nya beragama Islam dan Malaysia sebagai negara yang berasaskan Islam, 
sehingga peran nilai-nilai keislaman dapat mempengaruhi dalam 
penerapan perundang-undangan di dalamnya tetapi kejahatan tindakpidana 
korupsi ternyata masih kerap kali dilakukan oleh para oknum di kedua 
negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain yang meyoritas 
penduduknya non muslim. 
Dari uraian masalah di atas, penulis ingin menganalisis dengan 
menggunakan teori mashlahah dalam penerapan sanksi hukum yang 
diberlakukan kedua Negara tersebut untuk menjadikan pelaku tindak 
pidana korupsi menjadi jera. Maka penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tentang tindak pidana korupsi dengan judul, Analisis 
Maslahah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di 
Indonesia dan Malaysia (Studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 
20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 







































B. Indentifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka 
penulis mengintifikasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi 
2. Macam-macam dampak ada nya tindak pidana korupsi bagi negara dan 
masyarakat 
3. Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan 
Malaysia 
4. Pemberlakuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak 
pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 
Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 
694 Tahun 2009 
5. Analisis maslahah terhadap pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku 
tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 
20 Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 
No. 694 Tahun 2009 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, supaya sebuah 
penelitian lebih fokus dan sistematis maka disusunlah batasan terhadap 
masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Pemberlakuan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi 
dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan Malaysia 
 



































2. Konsep maslahah terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang timbul 
berdasarkan dari judul atau latar belakang yang sudah di rumuskan. Dalam 
penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana 
korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Malaysia ? 
2. Bagaimana konsep maslahah terhadap sanksi bagi pelaku tindak 
pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Malaysia ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Melalui 
pencarian studi pustaka yang peneliti lakukan, ada banyak studi pustaka 
yang hampir sama dengan kajian yang akan di teliti oleh peneliti, tetapi 
ada 4 (empat) studi pustaka yang paling mirip dengan kajian yang akan 
peneliti bahas, Adapun kajian pustaka penelitian ini adalah : 
 



































1. Skripsi oleh Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah 
mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017 yang 
mengangkat judul “Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) 
Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah” 
menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan sanksi yang dikenakan 
terhadap pelaku kejahatan korupsi menurut Undang-Undang Malaysia 
694 dan Fiqh Jinayah.9 Jadi, skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang 
akan peneliti bahas karena skripsi ini hanya menggunakan satu 
Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang 
Malaysia 694 tahun 2009, pada skripsi ini juga membahas sanksi 
kejahatan korupsi dari perspektif Fiqh Jinayah dan membandingkan 
dengan Undang-Undang Malaysia 694 tahun 2009. Sedangkan dari 
skripsi yang akan peneliti bahas menggunakan dua Undang-Undang 
tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 
Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya  Pencegahan Rasuah Malaysia No 
694 Tahun 2009, dan peneliti juga menekankan pada analisis maslahah 
dan efektivitas dari pemberlakuan sanksi bagi tindak pidana korupsi 
dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan 
Malaysia. 
2. Skripsi oleh Herlambang Budi Prasetya mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta Tahun 2015 yang mengangkat judul “Studi 
Komparasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Antara Undang-Undang 
                                                          
9Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik, “Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-
Undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017 
 



































Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-
Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia” 
menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pengaturan bentuk 
tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Indonesia dan Malaysia, 
dan menjelaskan tentang pengaturan sanksi pidana dan pencegahan 
tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang kedua negara 
tersebut, saudara penulis juga membahas modus operandi tindak 
pidana korupsi dari kedua negara tersebut.10 Jadi, skripsi ini tidak sama 
dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena skripsi ini lebih 
menitikberatkan pada perbandingan dari dua Undang-Undang tindak 
pidana korupsi yang diambil yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-Corruption 
Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia, skripsi ini juga 
membahas perkembangan modus operandi dari tindak pidana korupsi 
yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Adapun penelitian yang akan 
diambil yaitu maslahah dan efektivitas terhadap pemberlakuan sanksi 
pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam 
perundang-undangan korupsi di Indonesia dan Malaysia. 
                                                          
10Herlambang Budi Prasetya, “Studi Komparasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Antara 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 
Federation Of Malaysia”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015 
 



































3. Skripsi oleh Habibi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2018 yang mengangkat judul “Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam 
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang 
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan tentang perbedaan 
dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan 
di Indonesia dan Malaysia serta penulis lebih memfokuskan pada 
pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam 
sistem Siyasah Syar’iyyah.11 Jadi, skripsi ini tidak sama dengan skripsi 
yang akan peneliti bahas karena skripsi ini lebih menekankan pada 
pencegahan dan perbandingan perundang-undangan tindak pidana 
korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif Siyasah 
Syar’iyyah. Sedangkan skripsi yang akan peneliti ambil yaitu lebih 
memfokuskan pada pemaparan pemberlakuan sanksi pidana korupsi 
pada Undang-Undang tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia 
dan Malaysia dengan menggunakan teori maslahah untuk meneliti 
keefektivitasan dari kedua Undang-Undang tindak pidana korupsi yang 
peneliti ambil. 
4. Skripsi oleh Abd Mannan mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2009 yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 
                                                          
11Habibi, “Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan 
Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2018 
 



































Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi)” menjelaskan tentang bentuk dan formulasi 
pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-
Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga 
menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap 
pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam 
Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.12 Jadi, skripsi 
ini pun juga tidak sama dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena 
skripsi ini memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap  
pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 20 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Adapun dengan penelitian yang akan peneliti 
ambil lebih menitikberatkan pada maslahah dan efektivitas 
pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 
perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. 
Dari semua skripsi yang telah ditinjau diatas dapat diketahui bahwa 
skripsi yang akan penulis buat tidak melakukan pengulangan penulisan 
maupun pembahasan, sebab penulis akan membahas tentang analisis 
maslahah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di 
Indonesia dan Malaysia (Studi atas UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 
                                                          
12Abd Mannan, “Tinjauan Hukum Pidana Isalam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi 
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2009 
 



































20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya  Pencegahan Rasuah Malaysia 
No 694 Tahun 2009).  
 
E. Tujuan Penelitian 
Secara garis besar berdasarkan uraian rumusan masalah yang ada 
diatas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak 
pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Malaysia. 
2. Untuk mengetahui konsep maslahah terhadap sanksi bagi pelaku 
tindak pidana korupsi dalam perturan perundang-undangan di 
Indonesia dan Malaysia. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Adapun kegunaan hasil penelitian ini yang diharapkan oleh 
penulis: 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahpengetahuan dan 
wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Penelitian ini 
juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bagi mahasiswa Program 
Studi Hukum Pidana Islam, dapat pula digunakan sebagai bahan 
 



































rujukan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk 
mengembangkan hasil penelitian penulis dikemudian hari. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan evaluasi bagi 
pemerintahan Indonesia dan juga semua pemerintahan di negara 
manapun, termasuk Malaysia untuk menciptakan pemerintahan yang 
bersih dari praktek korupsi. Serta menjadi bahan evaluasi untuk 
seluruh masyarakat Indonesia dan Malaysia untuk turut serta dalam 
menciptakan negara yang bersih dari praktek-praktek korupai, kolusi, 
dan nepotisme. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempertegas dan menjelaskan arah pembahasan masalah 
yang diangkat, penulis memberikan definisi operasional dari masing-
masing variabel yang ada dalam judul agar dapat dipahami pokok 
pembahasan dan ruang lingkup judul penelitian ini : 
1. Analisis Maslahah 
Analisis Maslahah adalah suatu penguraian atas berbagai penelaan dari 
keseluruhan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian 
yang tepat dalam menentukan ketetapan hukum yang dapat di jadikan 
dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-
kasus baru.Maslahah mengandung arti mewujudkan suatu yang 
bermanfaat/baik atau yang membawa kemanfaatan/kebaikan, dan 
 



































mencegah serta menghilangkan suatu yang negatif atau yang 
membawa kerusakan/mudarat. 
2. Sanksi Hukum 
Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang 
yang melanggar hukum, yang merupakan bentuk perwujudan dari 
kekuasaan negara dalam pelaksanaannya untuk memaksakan di 
taatinya hukum. Sanksi yang di maksud di sini adalah sanksi hukum 
bagi pelaku tindak pidana korupsi 
3. Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri nya sendiri 
atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan negara atau 
kepentingan rakyat. 
4. UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah No. 694 Tahun 2009 
UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu peraturan 
yang mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana 
korupsi di Indonesia. 
 



































Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah No. 694 Tahun 2009 adalah 
suatu peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi 
pelaku tindak pidana korupsi di Malaysia. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah 
ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan 
metode ilmiah.13 Dalam hal ini meliputi : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian 
normatif, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research) yang menekankan sumber penelitiannya dari buku-buku 
hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 
2. Data Yang Dikumpulkan 
Data penelitian adalah data yang dibutuhkan menjadi bahan 
penelitian. 
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan penelitian 
ini, maka data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah buku-buku hukum, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan 
maslahah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi 
menurut perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia. 
3. Sumber Data 
                                                          
13Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama, (Jakarta : 
Kencana, 2016), 3 
 



































Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah UU No 31 Tahun 
1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009 
b. Sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah bahan literatur yang 
berkaitan dengan masalah korupsi yang ada di Indonesia dan 
Malaysia 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 
yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan 
lain-lain. Sedangkan untuk tahapannya adalah kepustakaan, yaitu 
menelusuri buku, artikel, dan jurnal yang tercetak atau termuat di 
perpustakaan, toko buku, dan internet. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan 
cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas 
dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk 
suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.14 
Menganalisis menggunakan metode deduktif yaitu 
menggambarkan objek dalam penelitian  tentang efektivitas 
pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat 
                                                          
14Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993), 71 
 



































umum dan ditarik menggunakan data perundang-undangan tindak 
pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia yang bersifat khusus, 
kemudian diambil kesimpulan. Dengan mengacu ketentuan tersebut 
maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun 
data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini 
bertujuan untuk menggambarkan efektivitas sanksi hukum yang 
diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia maupun 
Malaysia dalam UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 
dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 
2009. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori maslahah. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama, berisi pendahuluan untuk menghantarkan 
pembahasan skripsi secara keseluruan, bab ini terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,  
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, membahas tentang  tinjuan umum Al Maslahah, yang 
bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan dipakai untuk 
mendalami masalah pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak 
pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 
Malaysia. 
 



































Bab ketiga, berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, yang 
menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di 
Indonesia dan Malaysia menurut UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 
Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 
694 Tahun 2009. 
Bab keempat, berisi tentang analisis pemberlakuan sanksi hukum 
bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan Malaysia, serta berisi tentang analisis konsep maslahah 
terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan 
Malaysia pada UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 
dengan Akta Suruhanjaya  Pencegahan Rasuah Malaysia No 694 Tahun 
2009. 
Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat tentang 







































TINJAUAN UMUM TENTANG AL-MASLAHAH 
 
A. Pengertian Al-Maslahah 
Secara etimologi Al-Maslahah berasal dari kata shalaha (صلح) 
dengan penambahan huruf “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti 
“baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalâh 
 yaitu “manfaat” atau “lepas atau terlepas”.15 Sedangkan secara ,(صالح)
terminology, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak 
madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’16 
Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian umum 
maslahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik 
dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 
atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari 
kemudaratan atau kerusakan. 
Tujuan syara’ yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. Apa seseorang melakukan aktivitas dengan 
memelihara kelima aspek tujuan syara’, maka dinamakan mashlahah. 
Selain itu, untuk menghindar dari segala bentuk kemudharatan yang 
berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’, juga dinamakan mashlahah. 
                                                          
15 Amir Syarifuddin, USHUL FIQH JILID 2, (Jakarta : Kencana, 2008), 367 
16 Harun, Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbath 
Hukum Islam, Ishraqi Vol. 5, 1 (Januari-Juni 2009), 24 
 



































Dalam mengartikan mashlahah secara definitif terdapat perbedaan 
rumusan di kalangan para ulama yang jika dianalisis ternyata hakikatnya 
sama. Adapun beberapa istilah mashlahah menurut para ulama, yaitu : 
1. Al-Ghazali mengartikan bahwa menurut asalnya maslahah itu 
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 
menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari 
mashlahah adalah : 
فََظةَُعلَى َمْقُصْوِدالشَّْرعِ اْلُمَحا  
“Yang dimaksud dengan Al-Mashlahah adalah memelihara 
tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. 
Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada 
lima, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. 
Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan 
terwujudnya dan terpeliharanya lima prinsip tersebut 
dinyatakan sebagai perbuatan yang bermanfaat. Segala bentuk 
tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya suatu 
kerusakan pada salah satu prinsip yang lima atau segala usaha 
yang dapat menghindarkan atau meneyelamatkan dari 
kemadharatan dan kerusakan, disebut usaha yang baik atau 
mashlahah. 
2. Al-Khawazimi memberikan definisi yang hampir sama dengan 
definisi al-Ghazali yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yaitu : 
 



































 اْلُمَحافََظةَُعلَى َمْقُصْوِدالشَّْرعِ بِدَْفعِ اْلَمفَاِسِدَعِن اْلَخْلقِ 17
“Al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam 
menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan 
dari manusia”. 
Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi yang 
dipaparkan oleh al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena 
menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, 
dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. 
3. Najmudin al-Thufi mendefinisikam mashlahah sebagai berikut: 
 ً ى اِلَى َمْقُصْوِدالشَّاِرعِ ِعبَادَةًاَْوَعادَة  ِعبَارةٌَعِن السَّبَِب الُمَؤدِّ
“Al-Mashlahah adalah ungkapan dari sebab yang membawa 
kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat dan adat”. 
Dari beberapa pengertian tentang Mashlahah dengan rumusan yang 
berbeda, dapat disimpulkan bahwa Mashlahah adalah suatu yang 
dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemanfaatan yang 
diberikan oleh syari’(Allah SWT) dan menghindarkan keburukan bagi 
manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 
 
 
B. Dasar Hukum Al-Mashlahah 
                                                          
17 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), 757 
 



































Adapun beberapa dalil Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang dipakai 
landasan dalam mengistimbatkan hukum mengenai diberlakukannya teori 
Al-Mashlahah diantaranya, yaitu : 
a. Al-Qur’an 
Ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar berlakunya Al-Mashlahah 
terdapat didalam firman Allah SWT dalam ayat-ayat berikut : 
1.) Surah Al-Anbiya’ ayat 10718 
 َوَماأََرَسْلنَاَك إِالََّرْحَمةًِلْلعَالَِمينَ 
Artinya : 
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Anbiya : 107) 
2.) Surah Yunus ayat 5719 
دُوِر َوُهدًى  يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعَظةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء ِلَما فِي الصُّ
 َوَرْحَمةٌ  ِلْلُمْؤِمنِينَ 
Artinya : 
Hai manusia, sesungguhnya telah dating kepadamu pelajaran dari 
Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit yang berada 
dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 






b. Hadits  
                                                          
18 Departemen Agama Indonesia, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahan, (Bandung : PT Cordoba 
Internasional Indonesia, ), 331 
19 Ibid, 215 
 



































Adapun Hadits yang dijadikan landasan hukum mengenai berlakunya 
teori Al-Mashalahah, yaitu: 
1.) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah: 
 الََضَرَرَوالَِضَررَ 
Tidak boleh berbuat mudhorot dan pula saling memadhorotkan. 
(H.R Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini 
berkualitas Hasan). 
2.) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori-
Muslim, dari Abu Hurairah : 
هُ إِذَأََمْرتُُكْم بِأَْمٍرفَأْتُْوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم َوإِذَا نََهْيتُُكْم َعْن َشْيٍئ فَاْجتَنِبُوْ   
 (رواه الشيخان عن ابى هريرة) 
Jika aku perintahkan kamu sekalian satu perkara, maka kerjakanlah 
ia semampumu. Dan jika aku melarang suatu hal, maka jauhilah. 
Sebuah hukum haruslah sesuai dengan prinsip mashlahah, karena 
disamping dasar-dasar hukum yang telah dipaparkan diatas, kehujjahan 
mashlahah juga didukung dengan dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) 
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf, bahwa 
kemaslahatan manusia itu selalu actual yang tidak ada habisnya, sebab 
kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan mashlahat manusia 
berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan 
hukum hanya berdasarkan prinsip mashlahah yang mendapat pengakuan 
syariah saja. Maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemashlahatan 
yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan. 
 




































C. Kaidah Fiqhiyyah dalam Al-Mashlahah 
Kaidah Fiqhiyyah (Qowa’id Fiqh) adalah kaidah atau teori yang di 
rumuskan oleh para ulama fiqh yang bersumber dari syari’at dengan di 
dasarkan pada asas dan tujuan pensyari’atan. Atau dapat dikatakan 
kaidah fiqhiyyah itu suatu kaidah-kaidah yang bersifat kully yang 
diambil dari dalil-dalil kully dan dari maksud-maksud syara’ 
menetapkan hukum (maqashidusy syar’iy). 
Ada beberapa kaidah ushul fiqh dalam istinbath hukum Islam yang 
berkaitan dengan Al-Mashlahah. Diantaranya : 
a. َرُر يَُزالُ ن اا لضَّ  
Artinya : sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan 
Kaidah ini menunjukkan wajibnya menghilangkan bahaya, jika 
bahaya itu sedang terjadi. Dan pada prinsipnya segala bentuk 
tindakan membahayakan terhadap orang lain dapat tersentuh oleh 
hukum kaidah ini. Bahwasanya tujuan syari’at itu adalah untuk 
meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadahan. Apabila 
diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka mashlahah 
membawa manfaat sedang mafsadah mengakibatkan kemudlaratan, 
sedangkan kaidah tersebut diatas muaranya kembali kepada tujuan 
untuk merealisasikan tujuan syari’at.20 
b.  َِرر َرُرالَيَُزاُل بِالضَّ  ان اتضَّ
                                                          
20 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 67 
 



































Artinya : sesungguhnya kemadharatan itu tidak boleh dihilangkan 
dengan kemadharatan yang lain. 
Kaidah ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak boleh bila 
menghilangkan bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lain. Hal 
ini tidak dapat disebut menghilangkan madharat atau bahaya, tetapi 
membiarkan bahaya seperti sedia kala. Makanya bahaya tidak dapat 
dihilangkan dengan perantara bahaya lain yang seimbang, apalagi 
yang lebih besar dan lebih berbahaya.21 
c.  اْلَمَصاِلحِ  بِ لْ جَ  أَْولَى ِمنْ دَْرُء اْلَمفَاِسد  
Artinya : mencegah bahaya itu lebih utama dari pada menarik 
datangnya kebaikan 
Dalam kaidah ini dapat diambil pemahaman, jika dalam realitas 
ditemukan adanya bahaya dan kebaikan berkumpul dalam satu 
keadaan, maka yang harus diprioritaskan lebih dahulu adalah 
menangkal bahaya, karena bahaya akan dapat meluas dan menjalar 
kemana-mana, sehingga akan merakibat buruk lebih besar lagi. 
d.  َِجلُب اْلَمَصاِلحِ َودَْرُء اْلَمفَاِسد 
Artinya : meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 
Dalam kaidah ini bisa diambil kefahaman bahwa, seluruh yang 
mashlahat diperintahkan oleh syari’at dan seluruh yang mafsadah 
dilarang oleh syari’ah. Bahkan sudah sangat jelas bahwa segala 
perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa 
                                                          
21 Ma’shum Zainy Al-Hasimy, Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah Juz 1, 
(Jombang: Darul Hikmah, 2010), 136 
 



































perbuatan itu baik dan manfaat. Sebaliknya, segala yang dilarang oleh 
Allah untuk tidak mengerjakannya memang perbuatan itu buruk dan 
merusak. 
e.  َُرِراألََخفِّ الَضَرر األََشدُّيَُزاُل بِالضَّ  
Artinya : kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan 
kemudharatan yang lebih ringan 
Dalam kaidah ini bisa diambil pemahaman bahwa apabila tidak 
mampu meninggalkan suatu madharat yang lebih berat, maka dapat 
dilakukan dengan memilih madharat yang lebih kecil untuk 
mencegah madharat yang lebih besar. Adapun kemashlahatan 
dilihat dari segi syari’ah bisa dibagi tiga, ada yang wajib 
dilaksanakan, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula 
yang mubah melaksanakannya. Demikian pula mafsadah, ada yang 
haram melaksanakan dan ada pula yang makruh melaksanakannya. 
 
D. Al-Mashlahah sebagai Maqashid al-Syari’ah 
Dalam setiap perintah Allah dalam Al-Qur’an mengandung 
maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan umat manusia. 
Tujuan kemaslahatan itu disebutkan Allah dalam perintah yang 
mengandung hukum, seperti dalam Firman Allah surah al’Ankabut ayat 45 
:22 
 إِنَّ الصَّ َالةَ تَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 
                                                          
22 Departemen Agama Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, Ed. Akhir (Bandung : Cardoba 
Inernasional Indonesia, 2017),  401 
 



































Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. 
Firman Allah dalam ayat tersebut sesudah perintah mengerjakan 
shalat mengandung tujuan diperintahkan shalat itu untuk menghindarkan 
dari kekejian dan kemungkaran. 
Firman Allah yang memuat larangan yaitu seperti pada surah al-
Maaidah ayat 91 :23 
ْيَطاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر وَ يَُصدَُّكْم َعنْ   إِنََّما يُِريدُ الشَّ
َالةِ ۖ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهونَ  ِ َوَعِن الصَّ َّ  ِذْكِر 
Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian 
di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah 
dan melaksanakan shalat 
Dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengharamkan khamr adalah 
agar tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antar manusia dan 
tidak melalaikan manusia dari perintah Allah yaitu shalat. 
Segala perintah yang terdapat dalam Al-Qur’an menunjukkan 
bahwa perbuatan itu baik dan manfaat. Sebaliknya, segala yang dilarang 
oleh Allah untuk tidak mengerjakannya memang perbuatan itu buruk dan 
merusak. Tujuan Allah menetapkan hukum, utamanya adalah 
mendatangkan mashlahat untuk manusia sendangkan tambahannya 
merupakan tujuan untuk menguji umat apakah mereka mematuhi perintah 
atau larangan Allah atau malah sebaliknya. 
                                                          
23 Ibid. 123 
 



































Adapun yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menetapkan 
hukum adalah al-mashlahah  atau maslahat yaitu untuk memberikan 
kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan dunia, maupun 
dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian 
maqashid syariah adalah maslahah. Secara teknis, mashlahah dipahami 
sebagai pemeliharaan terhadap makna atau prinsip-prinsip dari syari’ah 
yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudharatan dari 
kehidupan manusia.24 
Melalui perhatian yang serius terhadap pentingnya pemeliharaan 
terhadap maqashid al-syariah dalam pandangan al-Juwayani bahwa setiap 
perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan dan maksud tertentu, baik 
perbuatan berstatus larangan , perintah maupun mubah. Sehubungan 
dengan pandangannya bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang 
sehubungan dengan hukum syara’ memiliki tujuan dan maksud tertentu, 
maka al-Juwayni secara tegas menyatakan :25 
ْيَرةٍ  فِى فَلَْيَس َعلَى بَِص َوَمْن لَْم يَتَفَطَّْن ِلُوقُْوعِ اْلَمقَا ِصِدفِى األََواِمِرَوالنََّواِهي, 
 َوْضعِ الشَِّرْيعَِة........
“Dan siapa yang tidak memahami adanya tujuan-tujuan tertentu dalam 
setiap perintah dan larangan, maka sebenarnya dia tidak memiliki 
sedikitpun informasi tentang penetapan hukum syara”. 
                                                          
24 Nawir Yuslem, al-Burhan fi Ushul Fiqh KITAB INDUK USUL FIKIH Konsep Mashlahah Imam 
al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam, (Bandung : Citapustaka Media, 2007), 137 
25 Ibid, 154 
 



































Tujuan-tujuan tertentu merujuk pada maslahah, yang ada di dalam 
redaksi al-Ghazali disebutkan sebagai pemeliharaan terhadap tujuan yang 
dikehendaki  oleh syara’, sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan 
hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan 
yang lima itulah yang popular dengan sebutan االصول الخمثة (prinsip yang 
lima). 
Prinsip lima yang menjadi sasaran atau ruang lingkup maslahat 
yang dipelihara dalam penetapan hukum itu adalah : 
a. Memelihara agama atau keberagamaan (حفظ الدين) 
Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada 
Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur 
kehidupannya. Seorang hamba harus memelihara agamanya 
dengan meningkatkan kualitas beribadah. Segala tindakan yang 
membawa kepada lebih sempurnanya agama itu pada diri 
seseorang disebut tindakan yang mashlahah. Disamping itu 
dengan adanya usaha yang merusak agama itu juga Allah 
menyuruh untuk memerangi orang yang tidak beragama dan 
mengganti agamanya, tindakan seperti itu juga disebut tindakan 
mashlahah.26 
b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (حفظ النفس) 
Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya 
karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena 
                                                          
26 Amir Syarifuddin, USHUL FIQH JILID I…, 233-234 
 



































itu, jiwa harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan 
kualitasnya dalam rangka jalbu manfaatin. Perbuatan lain 
untuk memelihara jiwa yaitu dengan tidak merusak diri sendiri 
maupun orang lain, atau menjatuhkan diri dalam kerusakan 
karena hal ini adalah bertentangan dengan memelihara diri atau 
jiwa. 
c. Memelihara akal (حفظ العقل) 
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 
hidayah, dengan akal, surah dari Allah disampaikan, dan 
dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda 
dengan makhluk lainnya.27 Apabila Allah menyempurnakan 
akal seseorang, maka sempurnalah akal dan kebutuhannya. 
Dari sinilah Allah memerintahkan untuk menjaga akal, 
mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan 
kepadanya, atau yang bias menyebabkan rusak dan 
berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan 
memuliakan diri sendiri maupun orang lain. 
d. Memelihara keturunan (حفظ النسل) 
Yang dimaksud dengan keturunan adalah keturunan dalam 
lembaga keluarga, dengan adanya keturunan maka 
berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Dalam rangka 
memelihara keturunan keluarga yang sahih dan Allah 
                                                          
27 Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, Maqashid Syariah, (Jakarta : AMZAH, 2013), 91 
 



































menghendakinya, maka haruslah keluarga yang dihasilkan 
melalui perkawinan yang sah. Untuk mewujudkan 
kemaslahatan Islam juga melarang hidup membujang dan Allah 
bahkan melarang memperoleh keturunan diluar pernikahan, 
atau zina. 
e. Memelihara harta (حفظ المال) 
Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan menusia 
untuk keberlangsungan bertahan hidup. Dalam rangka jalbu 
manfa’ah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta 
itu dengan menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta 
dengan jalan yang di benarkan oleh Allah. Sebaliknya dalam 
rangka daf’u madharrah Allah melarang manusia merusak 
harta atau mengambil harta orang lain secara tidak hak. Bahkan 
Allah juga mengharamkan manusia memakan dari hasil riba.28 
 
E. Macam-Macam Mashlahah 
Mashlahah dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya yaitu : 
1. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam,   
yaitu : 
a. Mashlahah dhaûriyah (المصاحةالضرورية) 
Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh 
kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, yakni memelihara 
                                                          
28 Ibid, 168 
 



































agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan 
dan memelihara harta. Kehidupan manusia tidak akan ada artinya 
apabila satu prinsip dari kelima prinsip tidak ada. Segala tindakan 
yang secara langsung menjamin menuju pada al-mashalih al-
khamsah adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharûri. 
Mashlahah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan, 
sehingga wajib ada pada kehidupan manusia karena menyangkut 
aspek agama atau akidah demi keselarasan dan ketentraman pada 
kehidupan duniawi maupun ukhrawi. 
b. Mashlahah hâjiyah (المصاحةالحا جية) 
Kemashlahatan yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan 
kemashlahatan pokok (al-mashalih al-khamsah) untuk 
mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 
Mashlahah ini merupakan kebutuhan pokok pada kehidupan 
manusia dan apabila mashlahah ini dihilangkan akan menimbulkan 
kesulitan bagi kehidupan manusia. 
c. Mashlahah tahsîniyah (المصلحة التحسينسة) 
Kemaslahatan yang merupakan komplementer atau 
pelengkap, berupa kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan 
sebelumnya (mashlahah  dharuriyah dan mashlahah hajiyah). Jika 
mashlahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi 
kurang indah dan dirasakan kurang nikmat, namun tidak dapat 
menimbulkan kemadharatan. 
 



































2. Dari segi keberadaan mashlahah, ada tiga macam, yaitu : 
a. Al-Mashlahah al-Mu’tabarah 
Mashlahah yang secara tegas diakui syara’ baik langsung 
mapun tidak lagsung dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan 
hukum untuk merealisasikannya. Maksudnya, ada dalil khusus 
yang menjadi dasar sebagai bentuk dan jenis kemashlahatan 
tersebut.29 
Mashlahah ini terbagi menjadi dua, yaitu : 
1.) Munasib mu’atstsir 
Ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syara’) yang 
memperhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk 
syara’ dalam bentuk nash atau ijma’ yang menetapkan bahwa 
mashlahah itu dijadikan alasan dalam penetapan hukum. 
Seperti contoh pada dalil nash yang menunjuk langsung 
pada mashlahah, seumpama tidak baiknya mendekati 
perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah 
penyakit. Hal ini ditegaskan dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 
222. 
Contoh dalil yang menunjuk langsung pada mashlahah 
dalam bentuk ijma’, seumpama menetapkan adanya perwalian 
ayah terhadap harta anak-anak dengan ‘illat “belum dewasa”. 
Dalam hal ini ijma’ sendiri yang mengatakan demikian. 
                                                          
29 Satria Fffendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2005), 149 
 



































2.) Munasib mulaim 
Tidak adanya petunjuk langsung dari syara’ baik dalam 
bentuk nash maupun ijma’ tentang perhatian syara’ terhadap 
mashlahah, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, 
meskipun syara’ secara tidak langsung tidak menetapkan suatu 
keadaan menjadi alasan sebagai penetapan hukum yang 
disebutkan, namun ada petunjuk syara’ sebagai alasan untuk 
hukum yang sejenis. 
Seumpama berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak 
gadisnya dengan alasan anak gadisnya “belum dewasa’. Belum 
dewasa disini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan 
ini, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. 
b. Al-Mashlahah al-Mulghah 
Sesuatu yang dianggap mashlahah oleh akal pikiran, tetapi 
ditolak oleh syara’ karena kenyataannya bertentangan dengan 
syara’. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian 
warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 
mashlahah. Akan tetapi, pendapat seperti itu bertentangan dengan 
ketentuan syariat, yaitu pada Surah an-Nisa’ ayat 11 yang 
menegaskan bahwa pembagian warisan pada anak laki-laki dua 
kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu 
menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahat itu, bukan 
mashlahat di sisi Allah. 
 



































c. Al-Mashlahah Mursalah 
Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan 
tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan 
atau menyuruh untuk meninggalkan, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau mashlahat. Mashlahah 
mursalah disebut juga mashlahah yang murni. Karena tidak ada 
dalil yang mengakui kesahan dan kebatalannya. Jadi pembentuk 
hukum dengan mashlahah mursalah semata-mata untuk 
mewujudkan kemashlahatan pada manusia dengan tujuan untuk 
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan 
bagi manusia.30 
Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat 
didalam mensyari’atkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, 
penetapan hak milik pertanisan, dan penentuan pajak penghasilan, 
serta banyak lagi mashlahah yang diadakan berdasarkan kebutuhan 
dan keadaan untuk kebaikan yang belum ada syari’at hukumnya.31 
Seperti contoh lainnya pada masa sekarang ini, adanya 
peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan 
seperti itu pula tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik 
dalam Al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. Namun, peraturan 
seperti itu sejalan dengan tujuan syariat. 
                                                          
30 Ahmad Sanusi, dkk, Ushul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 79 
31 Miftahul Arifin, dkk, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya : Citra 
Media, 1997), 142 
 




































F. Kehujjahan Mashlahah 
Pada ulama ushul fiqh sepakat bahwa mashlahah mu’tabarah dapat 
dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Isalam. Kemashlahatan yang 
seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Para ulama ushul fiqh juga 
sepakat bahwa mashlahah al-amulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam 
menetapkan hukum Islam. Adapun terhadap mashlahah mursalah, pada 
prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam 
menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penepatan 
syaratnya mereka berbeda pendapat.32 
Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan 
mashlahah mursalah sebagai dalil, disyaratkan mashlahah tersebut harus 
berpegang kepada hukum. Maksudnya, ada ayat, hadits dan ijma’ yang 
menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemashlahatan itu 
merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang 
menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu 
hukum. 
Sedangkan bagi para ulama di kalangan Malikiyah dan Harabilah, 
mereka menerima Mashlahah al-mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka 
dianggap sebagai ulama ushul fiqh yang paling banyak menerapkannya. 
Menurut mereka, mashlahah mursalah merupakan induksi dan logika 
sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. 
                                                          
32 Maksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perekmbangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, 
Jurnal Justitia, Vol 1, (04 Desember 2014), 356 
 



































Syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan 
mashlahah mursalah sebagai hujjah, yaitu : 
a. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk 
dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum dan tidak 
bertentangan dengan Al-Qur’an atau Sunnah Rasulullah 
b. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar dugaan, 
sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah mursalah itu 
benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak kemadharatan 








                                                          
33 Satria Fffendi, Ushul Fiqh…, 153 
 



































PEMBERLAKUAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 
KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN 
MALAYSIA 
 
A. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
1. Korupsi Menurut Perundang-Undangan di Indonesia 
Dalam sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di 
Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi 
memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan 
membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Korupsi di 
Indonesia telah secara sistemik dan meluas yang melibatkan hampir 
semua institusi dan struktur kekuasaan. Tindak pidana korupsi yang 
hingga saat ini terus menerus menggerogoti kekayaan Negara. Yang 
akan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang gagal. 
Kondisi ini diperparah dengan terintegrasinya para penegak hukum 
dalam mata rantai korupsi atau yang di kenal sebagai mafia hukum 
(judicial corruption). Karena itulah, maka perlu revolusi penegakan 
hukum khususnya dalam penanganan tindak korupsi dengan 
menciptakan upaya luar biasa dari perundang-undangan yang terbentuk 
secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi.34 
                                                          
34 Ikhwan Fahrojih, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang : Setara Press, 2016), 110-111 
 



































Dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia yang 
mengatur tentang tindak pidana korupsi, Indonesia sudah beberapa kali 
mengalami perubahan (revisi) pada perundang-undangan tindak pidana 
korupsi. Tujuan pemerintah dan penyusun undang-undang melakukan 
revisi atau penggantian produk legislasi tersebut merupakan upaya 
untuk mendorong institusi yang berwenang dalam upaya 
pemberantasan korupsi, untuk menjangkau berbagai modus operandi 
tindak pidana korupsi meminimalisisr celah-celah hukum yang dapat 
dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat 
melepaskan diri dari jeratan hukum. 
Di Indonesia tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang No 20 
Tahun 2001, sebagaimana yang tercantum dalam bab II Pasal 2 yang 
dimaksud dengan korupsi yaitu : “setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian negara”.35 
Melihat pada definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tersebut, maka bagian inti delik yang terdapat didalamnya adalah : 
a. Tindakan melawan hukum 
                                                          
35 …..Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 



































Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, bilamana tindak 
pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela 
yang menurut keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.  
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
Suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi dapat dimaknai sebagai suatu proses membuat 
bertambah kayanya seseorang atau orang lain atau suatu 
korporasi tanpa dibuktikan bahwa bertambah kayanya pihak-
pihak tersebut diperoleh dari usahanya secara legal.36 Unsur 
memperkaya diri sendiri maupun orang lain dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan unsur yang 
harus dibuktikan. 
c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 
Berkaitan dengan unsur “dapat” merugikan keuangan atau 
perekonomian Negara dalam ketentuan ini, kata “dapat” 
sebelum frase merugikan keuangan dan perekonomian Negara 
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik 
formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 
terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 
bukan dengan timbulnya akibat. 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 juga memperluas perumusan dalam penafsiran ajaran sifat 
                                                          
36 Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi kajian terhadap harmonisasi antara hukum 
nasional dan UNCAC, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), 149 
 



































melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil 
dan secara materiil sekaligus. 
Dikatakan sebagai delik formil bahwa suatu perbuatan dapat 
dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah 
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus 
menimbulkan akibat yang merugikan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formil 
dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur pada 
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap 
tercela karena tidak sesuai dengan keadilan dan norma pada kehidupan 
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 
Namun demikian, unsur melawan hukum materiil telah di batalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi, maka penjelasan tentang melawan hukum 
hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum formil, artinya 
perbuatan itu harus melanggar undang-undang.37 
Beberapa pertimbangan pembuat Undang-Undang mencantumkan 
unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di 
dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 
mengingat korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan 
keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan 
                                                          
37 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta : Kencana, 2017), 67 
 



































pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara 
luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. 
Adapun adanya unsur melawan hukum dalam pengerian materiil, 
selain di dalam pengertian formil sangat besar pengaruhnya di dalam 
pembuktian, sebab jika arti melawan hukum hanya sebatas 
bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana pendangan formil, 
maka akan menyulitkan bagi penegak hukum menjerat para koruptor. 
Penerapan unsur melawan hukum materiil dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi, akan menimbulkan rasa keadilan dan 
kepastian hukum.38 
Di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 junto Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 bentuk tindak pidana korupsi dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu39 : 
1.) Kelompok tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 
keuangan Negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya 
diri dan dapat merugikan keuangan Negara maupun 
perekonomian negara; menyalahgunakan kewenangan untuk 
menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan 
Negara. 
Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 
                                                          
38 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum TINDAK PIDANA KORUPSI, 
(Bandung : PT Refika Aditama, 2009), 8 
39 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 57 
 



































2.) Kelompok tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 
penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang 
disuap) serta gratifikasi. 
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 
ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf 
a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan Pasal 12B ayat (2) 
3.) Kelompok tindak pidana korupsi yang terkait dengan 
penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang 
menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 
Tindak pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 
huruf a 
4.) Kelompok tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan, 
seperti pegawai negeri melakukan pemerasan terhadap pegawai 
negeri lainnya. 
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 
huruf f 
5.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan perbuatan 
pemalsuan 
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 9 
6.) Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, 
leveransi, dan rekanan. 
Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 
ayat (2), Pasal 12 huruf g dan Pasal 12 huruf i 
 



































Dengan pengelompokkan dari bentuk tindak pidana korupsi ini, 
penting bagi aparat penegak hukum untuk memahaminya, hal tersebut 
diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan 
korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan maupun 
tindakan. Pemberantasan korupsi tidak hanya memebrikan efek jera 
bagi pelaku, tetapi juga sebagai daya tangkal. 
Berhasil atau tidaknya penanggulangan korupsi di Indonesia, 
sesungguhnya tergantung pada para pelaksana penegak hukum dan 
tekad pemerintah. Dua unsur itulah yang lebih penting peranannya 
daripada hukum itu sendiri. Bagaimanapun baiknya hukum korupsi di 
Indonesia tidak banyak berpengaruh positif terhadap upaya 
penanggulangan korupsi, apabila unsur pelaksana atau aparat penegak 
hukum dan unsur pemerintah sendiri korup dan lemah dalam upaya 
pemberantas korupsi.40 
 
2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif 
Indonesia 
Indonesia merupakan Negara hukum.41 Sebagai Negara hukum, 
maka setiap penyelenggara Negara, masyarakat, maupun badan hukum 
harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, banyak masyarakat 
maupun pejabat Negara yang melakukan pelanggaran terhadap 
                                                          
40 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi), (Jakarta : Rajawali Pers, 
2016), 12 
41 …..UUD 1945 Pasal 1 Aayat (3) 
 



































peraturan perundang-undangan, seperti melakukan tindak pidana 
korupsi. Dengan melakukan pelanggaran tersebut, maka seseorang 
yang melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan sanksi yang 
setimpal, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya 
berupa pidana penjara dan denda, tetapi juga dijatuhkan pidana 
tambahan. 
Pidana tambahan tersebut, yaitu 
a. Perampasan barang bergerak maupun barang yang tidak 
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi, begitu pula dari barang yang menggantikan 
barang-barang tersebut 
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi 
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun 
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau 
diberikan pemerintah kepada terpidana.42 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No 20 
Tahun 2001 mengatur secara tegas perihal tentang sanksi bagi pelaku 
tindak pidana korupsi, sebagaimana sebagai berikut : 
                                                          
42 …..Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
 



































(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati 
dapat dijatuhkan.43 
Perbuatan memperkaya diri yang dilakukan secara melawan 
hukum. “Secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan 
melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meski 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai 
dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” 
sebelum frasa “merugikan keuangan Negara dan perekonomian 
negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik 
formal yang berarti adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 
                                                          
43 …..Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
 



































dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan 
dengan timbulnya akibat.44 
Selanjutnya sanksi pidana bagi pelaku yang penyalahgunaan 
jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri, dijelaskan dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 berbunyi : 
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).” 
Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima hadiah telah ditentukan 
dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  yang berbunyi 
: 
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 
                                                          
44 Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, (Depok : Rajawali 
Pers, 2017), 54 
 



































Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri 
atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal 
diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan 
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang 
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya.” 
Mengenai pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi 
baik pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dikenakan 
pidana sesuai dengan jenis pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. 
Maka jenis sanksi yang diberikan oleh pelaku koruptor juga berbeda. 
Tapi pada dasarnya sanksi pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). Tetapi juga dapat berlaku pidana tambahan.45 
 
 
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Malaysia 
1. Korupsi menurut Perundang-Undangan di Malaysia 
                                                          
45 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 28-29 
 



































Dalam rangka membangun Negara yang bebas korupsi, Malaysia 
juga mempunyai Undang-Undang anti korupsi seperti halnya di 
Indonesia. Tetapi lazimnya disebut dengan kata anti kerakusan. Namun 
sering juga disebut dengan istilah rasuah yang mana kata itu berasal 
dari Bahasa Arab “riswah”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 
kata “riswah” artinya sama dengan korupsi. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa korupsi itu sebagai istilah yang sangat luas artinya. 
Ketentuan tentang rasuah menurut Undang-Undang Malaysia 
diatur secara khusus dalam Akta Pencegahan Rasuah yang telah 
diperkenalkan pada tahun 1961 dan kemudian diperbaharui atau 
direvisi pada tahun 2009 dan dikenal dengan Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009. Yang 
kemudian menjadi sebuah institusi pencegahan korupsi dibawah 
SPRM. 
Penjabaran tentang tindak pidana rasuah atau korupsi menurut 
Undang-Undang anti-kerakusan di Malaysia adalah seorang anggota 
administrasi atau anggota parlemen atau badan legislative Negara 
bagisan atau seseorang pejabat public yang pada saat menjadi anggota 
atau pejabat melakukan segala aktivitas korupsi. Dalam hal ini telah 
ditegaskan dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 
pada : 
 
Sekyen 16 - 
 



































mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan 
mana-mana orang lain : 
a) Secara rasuah meminta atau menerima dia (orang) 
bersetujuuntuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang 
lain 
b) Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan 
kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau 
bagi faedah orang lain 
Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau 
selainnya, oleh sebab : 
a) Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa 
jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama 
ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin 
berlaku 
b) Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau 
tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa 
perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang 
dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya 
badan awam itu terlibat.46 
Pasal di atas mengartikan bahwa yang disebut tindakan rasuah 
adalah seriap orang yang dirinya sendiri atau melalui atau bersama 
dengan orang lain, meminta atau menerima maupun menyetujui 
                                                          
46 …..Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, 
23 
 



































melakukan korupsi untuk orang lain maupun dirinya sendiri itu tidak 
dibenarkan. Tidak dibenarkan pula pejabat memberikan janji maupun 
imbalan terkait dengan transaksi korupsi, yang ditemukan terlibat 
melakukan akan dikenakan hukuman setimpal. 
Menurut Undang-Undang kanun keseksaan dalam sekyen 161,47 
bahwa seluruh bentuk pendapatan yang dihasilkan oleh para pejabat 
Negara yang menggunakan kedudukannya atau jabatannya diluar gaji 
Negara ia menerima segala pemberian apapun itu disebut korupsi. 
Praktek korupsi termasuk perbuatan yang dilakukan oleh anggota 
atau pejabat dalam kapasitasnya sebagai anggota atau pejabat dimana 
ia telah menggunakan kedudukan atau jabatannya untuk memperkaya 
diri atau mendapatkan keuntungan lainnya, dalam kaitannya dengan 
seorang anggota badan legislatif Negara bagian termasuk setiap 
perbuatan yang melawan hukum. 
Dalam perundang-undangan anti-kerakusan, korupsi memiliki 
beberapa unsur menjadi beberapa bagian. Seperti dalam Akta 694, 
bahagian IV kesalahan dan penalti, yaitu : 
a) Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama 
dengan mana-mana orang lain melakukan tindakan rasuah 
b) Secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk 
memerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain 
                                                          
47 Berbunyi : “penjawat awam menerima suapan kecuali bayaran di sisi Undang-Undang 
berkenaan dengan sesutau perbuatan rasmi” 
 



































c) Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan 
kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau 
bagi faedah orang lain. 
Menurut jenis korupsinya menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Nomor 694 Tahun 2009, tindak pidana korupsi di Malaysia 
dapat di kelompok kan menjadi beberapa bagian, yaitu : 
1.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan suap menyuap 
dan upah, yaitu setiap pejabat dari suatu jabatan melakukan 
segala apa yang terkait dengan transaksi korupsi menerima 
imbalan atau upah. Hal ini diatur secara tegas pada pasal 16,48 
2.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait ejen bisnis atau 
perniaga, yaitu seorang agen bisnis yang memberi atau 
menerima suapan sebelum atau setelah melaksanakan tugas 
bisnisnya. Hal ini diatur secara tegas pada pasal 17, yang 
berbunyi : 
Sekyen 17 - 
Seseorang melakukan kesalahan jika : 
(a) Sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetujui terima 
atau memperboleh, atau bersetuju untuk menyetujui terima 
                                                          
48 Berbunyi : “mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan mana-mana 
orang lain : (a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi 
dirinya atau bagi mana-mana orang lain, (b) secara rasuah memberikan, menjanjikan atau 
menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang 
lain. Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi atau selainnya oleh sebab : (a) 
mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa 
perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin 
berlaku, (b) mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa 
jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang 
dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat.” 
 



































atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, 
untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, 
apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi 
melakukan atau tidak melakukan, atau karena telah 
melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan 
berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan 
prinsipalnya, atau karena memberikan atau tidak 
memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana 
orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan 
principal 
(b) Dia memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau 
menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen 
sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak 
melakukan, atau karena telah melakukan atau tidak 
melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal 
ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi memberikan 
atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada 
mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau 
perniagaan prinsipalnya.49 
3.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan ejen sendiri 
yang memeberi suapan, yaitu seorang melakukan atau 
memberikan kepada seorang agen, maupun agen itu sendiri 
                                                          
49 Ibid, 24 
 



































yang melakukan umpan dengan maksud memperdayakan 
principalnya maupun apap-apa tanda terima. Tindak pidana ini 
diatur secara tegas pada pasal 18, yang berbunyi : 
Sekyen 18 - 
“seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang 
ejen, atau sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat 
hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun 
atau dokumen lain yang berkenaan dengannya principal itu 
mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebab untuk 
mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu 
atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan 
yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.” 
4.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan mendapatkan 
penarikan balik tender secara rasuah, yaitu seseorang yang 
untuk mendapatkan suatu kerja maupun kontrak daripada badan 
politik dengan mengadakan atau membekalkan suatu barang 
serta menawarkan suapan kepada kelompok yang lain yang 
telah mendapatkan kontraknya, untuk menarik kontrak kembali 
kontrak tersebut. Hal ini diatur secara tegas pada pasal 20. 
Yang berbunyi : 
Sekyen 20 - 
Seseorang : 
 



































(a) Yang, dengan niat untuk memperoleh suatu kontrak 
daripada mana-mana badan awan bagi melaksanakan apa-
apa kerja, mengadakan apa-apa perkhidmatan, melakukan 
apa-apa jua, atau membekalkan apa-apa barang, bahan 
atau benda, menawarkan apa-apa suapan tender untuk 
mendapatkan kontrak itu, sebagai suatu dorongan atau 
upah bagi orang itu menarik balik tendernya 
(b) Yang meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai 
suatu dorongan atau upah baginya menarik balik suatu 
tender yang telah dibuat olehnya untuk mendapatkan 
kontrak itu.50 
5.) Kelompok tindak pidana korupsi terkait dengan penyogokan 
pegawai badan asing, menggunakan jawaban atau kedudukan 
untuk melakukan suapan terhadap pegawai badan awam, yaitu 
seorang pegawai melakukan pengundian dengan mendukung 
maupun menentang apa-apa ketetapan yang diajukan dan 
menghalangi keputusan resmi. Seorang pegawai menggunkan 
posisi nya untuk mempengaruhi keputusan Negara Asing untuk 
organisasi internasional publik dan seorang pegawai dengan 
menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan 
suapan. 
Tindak pidana ini secara tegas diatur pada pasal 21, 22, 23 
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Sekyen 21 - 
Mana-mana orang yang menawarkan kepada seorang pegawai 
mana-mana badan awam atau sebagai seorang pegawai mana-
mana badan awam, meminta atau menerima, apa-apa suapan 
sebagai suatu dorongan atau upah supaya : 
(a) Pegawai itu mengundi atau tidak mengundi dalam mana-
aman mesyurat badan awam itu bagi menyokong atau 
menentang apa-apa langkah, ketetapan atau soal yang 
dikemukakakn kepada badan awam itu 
(b) Pegawai itu melaksanakanatau tidak melaksanakan atau 
membantu dalam mendapatkan, mencepatkan, 
melambatkan, merintangi atau menghalang pelaksanaan, 
apa-apa perbuatan rasmi 
(c) Pegawai itu membantu dalam mendapatkan atau 
menghalang pelulusan apa-apa undi atau pemberian apa-
apa kontrak atau faedah untuk mana-aman orang 
(d) Pegawai itu memberikan apa-apa sokongan atau tentangan 
atas sifatnya sebagai pegawai sedemikian. 
Sekyen 22 : 
“Mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama 
dengan mana-mana orang lain memberikan, menjanjikan atau 
menawarkan, atau bersetuju untuk memberikan atau 
menawarkan, kepada mana-mana pegawai awam asing, atau 
 



































sebagai seorang pegawai awam asing, meminta, menyetuju 
terima atau memperoleh, sama ada bagi faedah pegawai awam 
asing itu atau orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu 
dorongan atau upah supaya atau karena – 
(a) Pegawai awam asing itu menggunakan kedudukannya 
untuk mempengaruhi apa-apa perbuatan atau keputusan 
Negara asing atau organisasi antarbangsa awam yang 
baginya pegawai itu melaksanakan apa-apa fungsi rasmi 
(b) Pegawai awam asing itu melaksanakan, telah melakukan 
atau tidak melakukan, atau Manahan diri daripada 
melaksanakan atau membantu dalam mendapatkan, 
mencepatkan, melambatkan, merintangi atau menghalang 
pelaksanaan, apa-apa kewajipan awamnya 
(c) Pegawai awam asing itu membantu untuk mendapatkan 




2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Malaysia 
Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Malaysia 
sudah berlaku sejak tahun 1961, dan Malaysia memberlakukan 
Undang-Undang Pencegahan Korupsi yang baru pada tahun 1997, 
                                                          
51 …..Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, 
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yang baru efektif berlaku pada tanggal 8 januari 1998. Undang-
Undang ini merupakan gabungan dari tiga Undang-Undang lama, yaitu 
Akta Pencegahan Rasuah 1961, Akta Badan Pencegahan Rasuah 
Tahun 1982, dan Ordonansi (ordinance).52 
Dan sekarang peraturan perundang-undangan tentang korupsi atau 
riswah di Malaysia telah di perbaharui dan diatur secara khusus 
dibawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Nomor 694 Tahun 
2009 dan sekarang sering dikenali dengan SPRM. 
Dalam Undang-Undang Malaysia juga dijelaskan secara rinci 
beberap pasal yang mengatur tentah rasuah, seperti mana-mana orang 
yang melakukan kesalahan di bawah Akta 694 - Akta Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah Malaysia – SPRM 2009 sekyen 16, 17, 20, 21, 22, 
23. 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, hukuman yang dikenakan pada 
pelaku tindak pidana korupsi yaitu : 
1.) Pidana penjara 
Pidana penjara adalah suatu bentuk hukuman pembatasan 
kebebasan bergerak pagi seorang terpidana. Dengan batas 
waktu paling singkat 14 hari dan paling lama 20 tahun.53 
2.) Pidana denda 
                                                          
52 Mansur Kartayasa, Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan 
Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Kencana, 2017), 222 
53 …..Undang-Undang Nomor 575Tahun 1997 Tentang Pencegahan Korupsi 
 



































Pidana dnda adalah suatu bentuk hukuman yang wajib 
membayar dengan sejumlah uang yang telah di tentukan. 
Jumlah uang yang perlu dibayar bisa terjadi dua kali lipat atau 
lima kali lipat bahkan lebih. 
Bentuk sanksi bagi tindak pidana korupsi menurut Perundang-
Undangan Malaysia tergantung pada jenis perbuatan dan tindakan 
pelaku. Ancaman yang dieknakan adalah penjara dan denda, tetapi apa 
yang telah di ancamkan tersebut ada batas minimum dan 
maksimumnya. 
Seperti pada ringkasan kesalahan di bawah sekyen 16 sampai 
sekyen 23 apabila melihat ancaman hukuman bagi pelaku tindak 
pidana rasuah atau korupsi menurut Akta 694, yaitu : 
Sekyen 24 : 
(1) “Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah 
sekyen 16, 17, 20, 21, 22, 23 apabila disabitkan boleh : 
(a) Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh 
tahun 
(b) Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah 
atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu 
jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau 
sepuluh ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi”. 
(2) “Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah 
sekyen 18 apabila disabitkan boleh : 
 



































(a) Dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun 
(b) Didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah 
atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir 
matan yang palsu atau yang silap itu dapat dinilai atau 
berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-
mana yang lebih tinggi”.54 
Dari sekyen (pasal) tersebut dapat menggambarkan bahwa 
hukuman yang diterima bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah jauh 
lebih tinggi, terutama ketika terdakwa atau tersangka ingin 
mengembalikan uang hasil korupsi yang merugikan Negara. Hukuman 
korupsi tidak hanya berlaku pada pejabat pemerintah saja, melainkan 
juga masyarakat biasa, pihak yang memberi atau menerima dan yang 
membantu serta yang memiliki keterkaitan dengan pelaku. Semua akan 
diberi sanksi sesuai dengan peran dan jenis korupsi yang menjerat 
masing-masing pelaku. 
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ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU 
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA 
 
A. Analisis Sanksi Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia Dan Malaysia 
Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi 
oleh semua Negara. Korupsi yang merajalela di suatu Negara akan 
menyebabkan kerusakan pada reputasi yang berdampak pada investor dan 
potensi investor dalam bidang berbisnis di Negara tersebut. 
Di Negara Indonesia dan Malaysia juga tak luput dari kasus tindak 
pidana korupsi. Dalam menangani kasus korupsi, masing-masing Negara 
mempunyai cara yang berbeda untuk memberantas kejahatan korupsi. 
Indonesia dan Malaysia sama-sama memerangi tindak pidana korupsi, 
tetapi hasil yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sangatlah berbeda. 
Dalam pemberlakuan hukum pada perundang-undangan korupsi di 
Indonesia tidak jauh berbeda dengan Malaysia. Hal ini dapat dilihat pada 
masing-masing pasal atau sekyen yang ada di undang-undang keduanya. 
Seperti pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, 
 



































dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar 
rupiah).” 
Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Malaysia 
tercantum dalam sekyen 16. 
“mana-mana orang yang sendiri atau melalui atau bersama dengan 
mana-mana orang lain : 
c) Secara rasuah meminta atau menerima dia (orang) 
bersetujuuntuk menerima bagi dirinya atau mana-mana orang 
lain 
d) Secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan 
kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu 
atau bagi faedah orang lain 
Apa-apa suapan sebagai dorongan untuk bagi upah, atau selainnya, 
oleh sebab : 
c) Mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa 
jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama 
ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin 
berlaku 
d) Mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau 
tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa 
 



































perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang 
dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya 
badan awam itu terlibat”.55 
Dari dua pasal yang dipaparkan diatas hanya secara umum 
menjelaskan tentang korupsi yang pada intinya harta yang diperoleh 
melalui cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Pada bunyi pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, ada beberapa unsur 
yang terkandung di dalamnya tentang penjelasan tindak pidana korupsi, 
yaitu perbuatan tersebut melawan hukum dan menggunakan kesempatan 
karena jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh Negara, memperkaya 
diri sendiri atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara. 
Dan pada Sekyen atau pasal 16 Akta-694 Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi 
apabila ada seseorang atau beberapa orang yang tidak dibenarkan secara 
hukum (melawan hukum) dengan meminta, menerima atau bersetuju 
melakukan suatu kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya dan 
kelompoknya. 
Dari pemaparan mengenai perbuatan korupsi menurut undang-
undang Indonesia dan Malaysia, masing-masing memberikan penjelasan 
yang tidak jauh berbeda dari ketentuan hukum, yang mana tindak pidana 
korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. Ada 
                                                          
55 …..Undang-Undang Malaysia Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, 
23 
 



































beberapa kesamaan dan perbedaan konsep korupsi dalam peraturan 
Perundang-Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia, antara lain adalah: 
1. Persamaan sanksi korupsi dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan Malaysia 
a. Dalam Undang-Undang Indonesia dan Malaysia, sanksi yang 
dikenakan kepada pelaku koruptor adalah berupa sanksi penjara 
yang sama-sama tidak melebihi dua puluh tahun. Menurut 
Undang-Undang di Indonesia, sanksi penjara bagi pelaku tindak 
pidana korupsi yaitu dipenjara paling singkat satu tahun dan paling 
lama dua puluh tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang 
Malaysia, sanksi yang diberikan kepada seorang koruptor adalah 
dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun. 
b. Dalam hukum korupsi di Indonesia dan Malaysia sama-sama 
menerapkan hukuman mati. Pada hukum positif, Indonesia telah 
mengakomodasi hukuman mati dalam Undang-Undang No 20 
Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu 
adalah pemberatan bagi pelaku korupsi yang dilakukan pada 
waktu Negara dalam keadaan bahaya atau pada waktu Negara 
 



































terjadi bencana alam. Namun dalam realitanya pemerintah belum 
secara tegas menerapkan hukuman mati tersebut. 56 
Sedangkan dalam hukum pidana korupsi Malaysia, sejak tahun 
1997 malaysia telah memperlakukan undang-undang Anti 
Corruption Act yang menjatuhi hukuman gantung bagi pelaku 
tindak pidana korupsi. 
2. Perbedaan sanksi korupsi dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia dan Malaysia 
a. Dalam Undang-Undang Indonesia dan Malaysia tentang tindak 
pidana korupsi, Indonesia dan Malaysia mempunyai perbedaan 
dalam pembebanan denda yang diberikan pada pelaku korupsi. 
Menurut Undang-Undang Indonesia hukuman denda bagi pelaku 
korupsi adalah paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). Sedangkan Malaysia memberikan hukuman denda pada 
pelaku korupsi tidak kurang daripada lima kali ganda dari jumlah 
atau nilai suapan. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku 
koruptor tergantung dengan tingkat korupsi yang dilakukannya. 
b. Dalam perundang-undangan di Indonesia tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi yaitu, sanksi hukum bagi pelaku tindak 
pidana korupsi tidak hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi 
juga dijatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut berupa 
                                                          
56 Oksidelfa Yanto, Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia, 
(Depok : Penebar Swadaya Grup, 2010), 140 
 



































perampasan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak 
yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk 
waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian 
hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian 
keuntungan yang telah atau diberikan pemerintah kepada 
terpidana.57 Sedangkan pada Undang-Undang Malaysia tidak 
diberlakukannya hukum tambahan bagi pelaku tindak pidana 
korupsi. 
 
B. Analisis Mashlahah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana 
Korupsi di Indonesia dan Malaysia 
Tujuan pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi  
\adalah untuk pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat 
kejahatan korupsi agar tidak terus menerus melakukan kejahatan tersebut. 
tujuan kedua pemberian sanksi hukum yang dibuat pemerintah dalam 
suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk untuk menciptakan 
kemashlahatan manusia dan menjaga mereka dari mafsadah. 
Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, 
haruslah suatu peraturan yang mampu menjadikan penduduk disuatu 
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Negara tersebut menjadi aman dan sejahtera. Untuk kemaslahatan 
bersama, maka sebuah peraturan harus mengandung sanksi yang benar-
benar dapat membrantas kerusakan yang ada disuatu Negara. 
Maka peraturan tersebut haruslah memenuhi syarat kemaslahatan 
yang berupa kepentingan umum. Dan suatu peraturan tersebut haruslah 
mengandung kemashlahatan yang bersifat rasional dan pasti, bukan 
sekedar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan dapat menghasilkan 
manfaat dan menolak kemadharatan. Serta suatu peraturan tidak 
diperbolehkan menentang dari ajaran Agama. Jadi peraturan tersebut 
haruslah sejalan dengan kehendak syara’. 
Kejahatan korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa, yang dapat 
merugikan seluruh rakyat dan dapat menganggu sistem perekonomian 
Negara. Seorang pejabat yang menyalahgunakan kedudukannya dengan 
mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi sudah 
sepantasnya mendapatkan hukuman berat. Karena jikalau di lihat dari 
dampak yang disebabkan dari kegiatan korupsi, dampaknya sangat besar 
bagi sendi-sendi kehidupan umat dan bangsa. 
Tindak pidana korupsi dapat dikatakan perbuatan khianat, karena 
seorang koruptor telah memanfaatkan jabatan yang diduduki untuk 
mengambil atau menyelewengkan harta yang bukan miliknya demi untuk 
kepentingan pribadi maupun kelompoknya. 
 



































Hal ini sesuai Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Anfal ayat 
27, yang berbunyi :58 
ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَ ْعلَُمونَ  َ َوالرَّ َّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَُخونُوا 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 
kamu mengetahui.” 
 
Dalam ayat tersebut Allah hanya menyeru kepada seluruh umat 
untuk tidak berkhiatan terhadap amanat. Karena dalam tatanan Negara 
banyak para pejabat yang menduduki kursi sebagai wakil rakyat 
sesenaknya meraup keuntungan dengan menyelewengkan kekayaan 
Negara dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh hukum. 
Dan dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi 
pihak lain. Jadi, perbuatan korupsi sudah menyalahi Maqashid Syariah, 
yang pada dasarnya tujuan syariat adalah menjaga dan melindungi 
kemanusiaan. 
Di Negara Indonesia dan Malaysia sama-sama berusaha keras 
untuk dapat mengurasi dampak yang disebabkan oleh kasus korupsi, 
masing-masing Negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang 
dapat menjerat para pelaku tindak korupsi agar mendapatkan balasan 
setimpal.  
Maka dari itu perlu adanya upaya pemahaman lebih lanjut melalui 
jenis sanksi penjatuhan pidana dari dua aturan Negara tersebut, baik 
Indonesia maupun Malaysia. Terlebih dahulu penulis menjabarkan apa 
                                                          
58 Ibid, 180 
 



































definisi dari sanksi. Sanksi merupakan derita atau nestapa baik berupa fisik 
maupun psikis yang dibebankan atas apa yang telah diperbuatan yang 
melanggar peraturan hukum. 
Menurut hukum pidana islam, sanksi dapat disebut dengan 
‘uqubah. Adapun menurut para fuqaha, ‘uqubah adalah pembalasan yang 
telah ditetapkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan masyatakat atas 
pelanggaran perintah dari Allah.59 
Sedangkan pengertian sanksi hukum menurut pasal 10 Kitab 
Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sanksi pidana 
pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda, dan pidana tutupan, serta sanksi pidana tambahan berupa 
pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu , dan 
pengumuman putusan hakim. 
Dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku korupsi, Indonesia 
dan Malaysia mempunyai jenis sanksi yang yang sudah termuat dalam 
perundang-undangan. Mengenai sanksi pidana korupsi di Indonesia dalam 
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No 20 Tahun 
2001, sanksi yang dibebankan kepada pelaku korupsi yaitu pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling 
lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah) dan 
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paling banyak satu miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi yang 
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”60 
Dalam perihal pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi menurut pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang No 31 
Tahun 1999 Junto Undang-Undang No 20 Tahun 2001, terdapat hukuman 
mati. Hal tersebut diungkapkan dalam frase “keadaan tertentu”. Dapat 
disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidana korupsi tersebut 
dilakukan terhadap suatu dana yang diperuntukkan bagi keadaan darurat, 
seperti dana penanggulangan bencana alam. Dan apabila faktor 
pemberatan tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan, maka pelaku 
tindak pidana korupsi pantas untuk di berikan vonis hukuman mati. 
Dalam perspektif hukum pidana islam, korupsi dapat di 
kategorikan sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman ta’zir. Sanksi 
yang di terapkan pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 
20 Tahun 2001 juga termasuk dalam kategori hukuman ta’zir, sedangkan 
pasal 2 Ayat (2) pun juga masuk dalam cakupan hukuman ta’zir. Dalam 
hal ini, pemberatan sanksi pidana mati pada suatu tindak pidana korupsi 
merupakan bagian dari keputusan hakim atau pemerintah yang dapat 
menetapkan suatu pemberatan pidana berdasarkan alasan-alasan tertentu 
yang sejalan dengan mashlahah. 
Dengan demikian, dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di 
Indonesia  terkandung maslahah yang berupa: 
                                                          
60 …..Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
 



































  " َرِراألََخّفِ "الَضَرُراألََشدُّيَُزال  بِالضَّ  yang berarti kemadharatan yang 
lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan. 
Indonesia dalam penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak 
pidana korupsi masih setengah-setengah atau tidak mencapai dua puluh 
tahun dan bahkan masih mendapatkan pengurangan hukuman atau 
remisi. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang 
diberikan kepada terpidana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.61 
Sedangkan dalam perundang-undangan Malaysia terkait dengan 
penjatuhan sanksi korupsi, termuat dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah No. 694 sekyen 24, yang menyebutkan bahwa seseorang yang 
telah terbukti melakukan rasuah maka dapat dipenjarakan selama tempoh 
tidak melebihi dua puluh tahun, tetapi Malaysia juga memberlakukan 
hukuman gantung sesui dengan Undang-undang Anti Corruption Act 
Tahun 1997. Terpidana korupsi juga dapat di pidana denda tidak kurang 
daripada lima kali ganda jumlah suapan yang menjadi hal perkara 
kesalahan. 
Sanksi bagi suatu tindak pidana korupsi di Malaysia diterapkan 
secara tegas. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu rasuah atau 
korupsi, maka pelaku korupsi tersebut pantas untuk di vonis hukuman 
penjara yang tanpa ampun. Maksudnya, bila pelaku korupsi mendapat 
vonis hukuman penjara 20 tahun, maka tidak ada pengurangan hukuman. 
                                                          
61 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Yogyakarta : 
Deepublish, 2015), 162 
 



































Selain hukuman penjara, Malaysia juga menerapkan hukuman denda yang 
penentuan denda tersebut sesuai dengan berapa jumlah besar yang di 
korupsi kemudian di lipat gandakan tidak melebihi lima kali ganda. 
Selain hukuman tersebut, Malaysia juga menerapkan hukuman 
gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang juga di dukung oleh 
pemerintah. Dengan demikian, Undang-undang korupsi di Malaysia 
mengandung mashlahat berupa  "َِدْرُء اْلَمفَاِسِد أَْولَى مِ ْن َجْلِب اْلَمَصاِلح " yang 
berarti “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada 
mengambil sebuah kemashlahatan”. 
Untuk menghilangkan suatu kemudharatan maka Malaysia 
menerapkan hukuman gantung agar menjadikan pelaku korupsi jera. Dan 
menjadikan pembelajaran untuk semua orang yang mempunyai niatan 
untuk melakukan korupsi, maka ia akan berfikir dua kali untuk 
melakukannya. 
Pembebanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
semuanya mengandung kemashlahatan untuk masing-masing Negara. 
Tetapi Indonesia dalam memberikan sanksi masih terbilang jauh di bawah 
Malaysia. Dalam kategori hifz al-nafs dan hifz al-mall, Indonesia lebih 
mementingkan hifz al-nafs, karena hukuman mati bukanlah hukuman satu-
satunya yang harus diterapkan. Indonesia lebih mengupayakan menjaga 
dan menegakkan HAM dengan menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang 
akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Maka dari itu, 
 



































Indonesia dalam realitanya hanya menjalankan hukuman penjara dan 
hukuman denda. 
Malaysia dalam kategori hifz al-nafs, penerapan hukuman mati 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Para 
pejabat yang terbukti melakukan suap penyuap atau korupsi akan di 
penjara tanpa adanya pengurangan hukuman, denda yang berlipat ganda, 
dan hukuman gantung. Dalam kondisi seperti ini, hukuman bukan 
merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun hal ini dilakukan 
karena atas perintah undang-undang maka penjatuhan hukuman mati 
tersebut sah demi hukum. 
Dari kedua Undang-Undang yang telah di paparkan oleh penulis, 
apabila dilihat dari sisi tingkatan mashlahah, pengaturan sanksi korupsi 
yang temuat dalam perundang-undangan Indonesia maupun Malaysia 
termasuk dalam kategori mashlahah mursalah.  
Dalam pandangan Ushul Fiqih, mashlahah mursalah adalah suatu 
kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat 
dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadits yang menyatakan menyuruh 
mengerjakan maupun menyuruh untuk meninggalkan, tetapi apabila 
dikerjakan akan mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan. 
Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah apabila 
kemashlahatan itu haruslah sejalan dengan kehendak syara’, 
kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun 
 



































Hadits, kemashlahatan haruslah bersifat rasional dan pasti serta berupa 
kepentingan umum. 
Pengaturan perundang-undangan korupsi di Indonesia dan 
Malaysia merupakan pengaturan yang dibuat untuk kepentingan bersama 
dan untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Karena 
pengaturan sanksi pidana korupsi tidak disinggung oleh syara’ dan tidak 
pula terdapat pada dalil-dalil Al-Qur’an maupun Hadits bukan berarti hal 
ini merupakan hal yang bertentangan dengan syara’. Tetapi dengan adanya 
aturan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah 
menjadikan kemashlahatan dalam Negara. Hal ini tidak dilarang oleh 
Agama. Karena hal ini sejalan dengan tujuan syariat. 
Hukuman yang di bebankan kepada para narapidana korupsi di 
Indonesia dan Malaysia sudah sesuai dengan syariat. Dari upaya Malaysia 
yang menerapkan sanksi pidana lebih efektif daripada Indonesia, karena 
efek jera yang ditimbulkan dari pemberlakuan sanksi tersebut lebih terasa 
di Malaysia. Maka dari itu korupsi di Malaysia lebih dapat dikendalikan di 
banding di Indonesia. 
Dengan demikian, sanksi hukum yang diterapkan di Indonesia dan 
Malaysia meskipun hasil dalam menanganan tindak pidana korupsi 
berbeda, namun dari pemberlakuan sanksi yang diterapkan dalam kedua 









































1. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan dampak 
buruk bagi bangsa dan Negara. Di Indonesia dan Malaysia telah telah 
menerapkan berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-
undangan guna memeberantas tindak pidana korupsi. Kedua Negara 
tersebut mempunyai hampir kemiripan dalam menentukan delik pada 
korupsi dan pemberikan sanksi pada narapidana korupsi. Sanksi tindak 
pidana korupsi menurut Undang-Undang Indonesia pada Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 
2001, Indonesia memberlakukan sanksi pidana penjara paling singkat 
satu tahun dan paling lama dua puluh tahun, sedangkan hukuman 
denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta 
Indonesia juga menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan 
atas hak tertentu dan perampasan atas barang tertentu. Sedangkan 
dalam Undang-Undang Malaysia pada Akta 694 Suruhanjaya 
Pencegahan Rasuah tahun 2009, Malaysia memberlakukan sanksi 
pidana penjara selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun, tetapi 
Malaysia juga memberlakukan hukuman gantung yang sesuai dengan 
Undang-undang Anti Corruption Act Tahun 1997. Terpidana korupsi 
 



































di Malaysia juga dapat di pidana denda tidak kurang daripada lima kali 
ganda jumlah suapan atau korupsi. 
2. Menurut konsep Mashlahah, dalam mewujudkan Negara yang aman 
dan damai. Maka tindak pidana korupsi harus diberikan hukuman yang 
setimpal. Sejalan dengan hal ini, Negara Indonesia dan Malaysia sama-
sama mempunyai peraturan perundang-undangan tentang tindak 
pidana korupsi. Untuk menciptakan kemaslahatan pada Negara 
masing-masing. Adanya pemberlakuan sanksi pidana dan denda 
yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia tidak ada dalil khusus 
yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. 
Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat karena 




1. Pemerintah harus lebih serius dan lebih tegas dalam menangani kasus 
korupsi, baik dari mulai pengusutan sampai pemidanaan. Korupsi 
selalu jadi ancaman bagi bangsa yang harus di hadapi karena korupsi 
mengakibatkan banyak dampak buruk bagi perekonomian Negara dan 
kesejahteraan rakyat. 
2. Seluruh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi jangan 
hanya terfokus pada proses penanganan pasca terjadinya tindak pidana 
korupsi tetapi harus lebih fokus pada langkah pencegahan sebelum 
 



































terjadinya tindak pidana tersebut. Agar menjangkau berbagai modus 
operandi tindak pidana korupsi. 
3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, pada 
intinya menganggap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar 
biasa. Para penegak hukum di harapkan dapat melaksanakan tugasnya 
dengan proporsionalitas dan menjunjunga tinggi keadilan tanpa 
melihat siapa pelakunya. 
4. Hendaknya masyarakat lebih berani dalam menolak segala bentuk 
korupsi. dan dapat ikut serta dalam memerangi koruptor dengan berani 
mengungkap tindakan korupsi dan ikut mengawasi serta melaporkan 
tindakan pelaku korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan begini 
seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama dalam memberantas 
korupsi 
5. Para penjabat yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, haruslah 
tulus dalam menjalankan tugasnya. Dan seorang wakil rakyat haruslah 
mempunyai pemikiran bahwa kejahatan korupsi sangatlah 
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